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Abstrak

Komunikasi sangat penting dalam pemerintahan, penelitian ini bertujuan untuk
mengetahui peranan proses komunikasi pemerintahan Metode Penelitian
menggunakn metode pendekatan kepustakaan (library research) , pengumpulan data
dalam penelitian dilakukan dengan menelaah dan/atau mengekplorasi beberapa
Jurnal, buku, dan dokumen-dokumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran
proses komunikasi pemerintahan sangatlah penting dalam peningkatan pelayanan
publik. Dalam proses komunikasi baiknya membangun keterbukaan agar bisa
meenigkatkan kinerja pegawai. Dengan adanya keterbukaan maka komunikasi
sesama pegawai terjalin baik. Umpan balik kepada atasan dan bawahan juga hal
penting dalam komunikasi agar pelayanan lebih baik.

Abstract

Communication is very important in government, this research aims u To find out the role
of the government communication process. Research methods use the library research
approach. Data collection in the research is carried out by examining andlor exploring
several journals, books and documents. The results of the study show that the role of the
government communication process is very important in improving public services. In the
communication process, it is better to build openness in order to improve employee
performance. With openness, communication between employees is maintained well.
Feedback to superiors and subordinates is also important in communication for better
service.

Upgrade

PENDAHULUAN

Komunikasi tidak bisa dilepaskan dari
kehidupan manusia sebagai makhluk sosial. Kegiatan
komunikasi di dalam suatu organisasi bertujuan untuk
membentuk saling pengertian dan menyamakan
pengalaman di antara anggota organisasi. Dengan adanya
komunikasi yang baik, suatu organisasi dapat berjalan
dengan lancar. Sebaliknya, kurangnya atau tidak adanya
komunikasi, organisasi dapat berantakan. proses
komunikasi mengandung unsur-unsur dasar sebagai
berikut. : Adanya komunikator (communicator),Adanya
pesan yang sudah dikemas atau esensi komunikasi
(content), Adanya interaksi langsung maupun tidak
langsung (interaction), Penggunaan media komunikasi

yang benar dan tepat (the use of media), Pemahaman

bersama akan esensi dan tujuan berkomunikasi (mutual
understanding) atau adanya komunikan (communicant),
Umpan balik (feed back) atau Tumbuhnya kepercayaan
(trust).

Apabila komunikasi diartikan sebagai proses
interaksi dan penyampaian informasi, maka proses
interaksi tersebut berlangsung dalam suatu jaringan
kerja komunikasi yang dapat terjadi melalui struktur
formal atau proses informal. Komunikasi yang baik pada
umumnya adalah komunikasi yang dilakukan secara
parsimony, yakni sederhana, mudah dimengerti, dan
tidak berbelit-belit. Dalam organisasi yang efektif
komunikasi mengalir ke berbagai arah, ke bawah, ke
atas, dan ke samping secara bersilang, sebagaimana
dikemukakan Wayne dan Faules (1998:184-195) bahwa

komunikasi ke bawah dalam sebuah organisasi, berarti
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bahwa informasi mengalir dari jabatan yang berotoritas
lebih tinggi kepada mereka yang berotoritas lebih
rendah. Komunikasi ke atas dalam organisasi, berarti
bahwa informasi mengalir dari tingkat yang lebih rendah
(bawahan) ke tingkat yang lebih tinggi (penyelia).

Komunikasi pemerintah berkaitan dengan
penyelenggaraan pemerintah guna mencapai tujuan
negara dan  pemerintahan  sebagaimana  yang
diamanahkan oleh UUD 1945 alinea keempat, yakni: |.
melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh
tumpah darah Indonesia; 2. memajukan kesejahteraan
umum; 3. mencerdaskan kehidupan bangsa; 4. dan ikut
melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan
kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.
fungsi komunikasi pemerintahan dapat disimpulkan
sebagai “upaya mewujudkan kesamaan makna antara
pemerintah dan masyarakat dalam rangka mencapai
tujuan yang diamanahkan oleh UUD 1945”.

Bagaimanapun organisasi pemerintahan tidak
akan dapat melaksanakan fungsinya, dan tidak akan
dapat mengefisienkan dan mengefektifkan penggunaan
sumber-sumbernya, dan pada akhirnya tidak akan dapat
mencapai tujuannya tanpa komunikasi (Beach, 1975:
580). Pemahaman tentang  peristiwa-peristiwa
komunikasi yang terjadi dalam organisasi pemerintah,
seperti apakah pesan diterima dan dilaksanakan dengan
benar, memungkinkan organisasi pemerintah mencapai
tujuannya sesuai dengan harapan. Oleh karena itu
komunikasi pemerintahan merupakan salah satu fungsi
penting dalam organisasi pemerintahan baik untuk
managing staff dan managing people. Maka peranan
proses komunikasi pemerintahan sangatlah penting
dalam proes pelayanan publik. Serta  dalam
meningkatkan pelayanan publik. Agar pelayanan yang
diberikan untuk masyarakat dapat optimal.

METODOLOGI

Metode yang digunakan dalam kajian ini menggunakan
metode atau pendekatan kepustakaan (library
research), Studi pustaka atau kepustakaan dapat
diartikan sebagai serangkaian kegiatan yang berkenaan

dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca

dan mencatat serta mengolah bahan penelitian ( Zed,
2003:3). Dalam penelitian studi pustaka setidaknya ada
empat ciri utama yang penulis perlu perhatikan
diantaranya : Pertama, bahwa penulis atau peneliti
berhadapan langsung dengan teks (nash) atau data
angka, bukan dengan pengetahuan langsung dari
lapangan. Kedua, data pustaka bersifat “siap pakai”
artinya peniliti tidak terjung langsung kelapangan karena
peneliti berhadapan langsung dengan sumber data yang
ada di perpustakaan. Ketiga, bahwa data pustaka
umumnya adalah sumber sekunder, dalam arti bahwa
peneliti memperoleh bahan atau data dari tangan kedua
dan bukan data orisinil dari data pertama di lapangan.
Keempat, bahwa kondisi data pustaka tidak dibatasi oleh
runga dan waktu (Zed, 2003:4-5). Berdasarkan dengan
hal tersebut diatas, maka pengumpulan data dalam
penelitian dilakukan dengan menelaah dan/atau
mengekplorasi beberapa Jurnal, buku, dan dokumen-
dokumen (baik yang berbentuk cetak maupun
elektronik) serta sumber-sumber data dan atau
informasi lainnya yang dianggap relevan dengan
penelitian atau kajian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Konsep Komunikasi pemerintahan

Komunikasi pemerintahan merupakan komunikasi antar
manusia (human communication) yang terjadi dalam
konteks  organisasi pemerintahan. Karena itu
komunikasi pemerintahan tidak lepas dari kontek
komunikasi organisasi dan ia juga merupakan bagian dari
komunikasi  organisasi. Arus penyampaian dan
penerimaan pesan dilakukan melalui jaringan yang sifat
hubungannya saling tergantung satu sama lain
berdasarkan aturan-aturan formal. Pesan yang
disampaikan dan yang diterima bukan saja berupa
informasi, melainkan juga penyebaran ide-ide (sharing
ideas), instruksi (instruction), atau perasaan-perasaan
(feelings) (Malone, 1997: 170) berhubungan dengan
tindakan dan kebijakan pemerintah. Komunikasi
pemerintah yakni proses penyampaian sebuah ide,
strategi dan gagasan pemerintah pada kelompok

masyarakat dengan maksud agar suatu tujuan negara
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dapat tercapai (Hasan, 2005). Namun, hal tersebut bisa
berbalik, masyarakat dapat menjadi komunikator ketika
menyampaikan gagasan pada pemerintah dan di sini
pemerintah  berperan sebagai komunikan untuk
menganalisis apa yang diharapkan oleh masyarakat
tersebut. Dalam hal itu, pemerintah tentunya harus
memenuhi keinginan masyarakat dengan
mempertimbangkan sesuai ketentuan yang ditetapkan.
Komunikator sangatlah penting dalam berkomunikasi,
sehingga  komunikator  pemerintah  juga akan
menentukan  efektivitas  dalam  melangsungkan
komunikasi. Selain itu, komunikasi pemerintah juga
harus bisa menyesuaikan terhadap perubahan
pemerintahan yang semula goverment kini menjadi
governance. Oleh karenanya, akan terjadi komunikasi
serta persuasi dengan menyediakan berbagai informasi
pada masyarakat luas agar dapat mengawal jalannya
pemerintahan

Proses komunikasi pemerintah

Prosess komunikasi pemerintahan Seperti komunikasi
pada umumnya, maka komunikasi pemerintahan
menunjukkan proses pengiriman dan penerimaan pesan
(massages) dari satu pihak kepada pihak lain melalui
cara- cara dan saluran-saluran tertentu dengan harapan
terjadi perubahan perilaku sesuai dengan pesan yang
diterima. Jadi tiap komunikasi pemerintahan adalah hasil
dari proses rumit yang meliputi baik kognisi (thinking)
dan perilaku (doing). Dan pemahaman tentang elemen-
elemen dalam proses komunikasi adalah satu tahap
pertama dalam pengembangan pengetahuan tentang
komunikasi pemerintahan atau komunikasi di sektor
publik. Satu model umum tentang proses komunikasi
pemerintahan diawali oleh pengirim (administrator atau
manajer pemerintah) yang berusaha berkomunikasi
dengan aparatur birokrasi, masyarakat dan organisasi
lain. Untuk itu dipilih seperangkat informasi sebagai
pesan yang ingin dikirimkan (ideation). Ketika hendak
mengirim  informasi,  pengirim  menterjemahkan
informasi tersebut dalam bentuk kata-kata, tanda-tanda,
atau lambang-lambang yang tepat yang diharapkan dapat

dengan mudah dipahami oleh penerima dan diharapkan
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memiliki efek terhadap orang lain. Ekspresi gagasan atau
ide dalam bentuk verbal (lisan dan tulisan), atau
nonverbal (bahasa isyarat, ekpresi wajah, gerakan, atau
gambar), disebut pesan (message). Pesan yang
disampaikan  dapat  berupa  kebijakan-kebijakan,
prosedur-prosedur, peraturan-peraturan, keputusan-
keputusan.
Jadi komunikasi pemerintahan pada hakekatnya
merupakan proses penyebaran dan pertukaran
informasi di dalam dan dengan luar organisasi. Melalui
komunikasi pemerintahan, maka eksekutif
pemerintahan bertukar dan membagi informasi dengan
yang lain, yaitu dengan legislatif, dengan staf, dengan
pelaku bisnis, dan dengan masyarakat. Melalui
komunikasi, eksekutif pemerintah atau administrator
atau  manajer  pemerintah  bermaksud  untuk
mempengaruhi sikap (attitude), pemahaman
(understanding), dan perilaku (behavior) birokrasi dan
masyarakat. Dengan demikian, tiap orang yang terlibat
dalam penyelenggaraan pemerintahan demokratis
merupakan  bagian  dari  proses  komunikasi
pemerintahan, baik sebagai sender di satu waktu, dan di
waktu lain ia menjadi receiver.
Peranan proses komunikasi pemerintahan
Peranan proses komunikasi pemerintahan sangatlah
penting, dalam berkomuikasi sering kali banyak dijumpai
perbedaan. Perbedaan gaya berkomunikasi seringkali
menjadi permasalahan. Dalam proses komunikasi
baiknya  membangun  keterbukaan  agar  bisa
meenigkatkan kinerja pegawai. Dengan adanya
keterbukaan maka komunikasi sesama pegawai terjalin
baik. Umpan balik kepada atasan dan bawahan juga hal
penting dalam komunikasi agar pelayanan lebih baik.
Planty dan Machaver (Pace dan Faules, 2002)
mengemukakan  prinsip-prinsip  sebagai pedoman
program komunikasi ke atas :

I.  Program komunikasi ke atas yang efektif harus

direncanakan Meskipun kerahasiaan dan

keterusterangan memperkokoh semua

program komunikasi efektif, penyelia dan

manajer harus merangsang , mendorong dan
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mencari  jalan  untuk = mengembangkan
komunikasi ke atas

2. Program komunikasi ke atas yang efektif
berlangsung secara berkesinambungan

3. Program komunikasi ke atas yang -efektif
menggunakan saluran rutin

4. Program komunikasi ke atas yang efektif
menitikberatkan kepekaan dan penerimaan
dalam pemasukan gagasan dari tingkat yang
lebih rendah

5. Program komunikasi keatas yang efektif
mencakup mendengarkan secara objektif
Program komunikasi ke atas mencakup
tindakan untuk menanggapi masalah

6. Program komunikasi ke atas yang efektif
menggunakan berbagai media dan metode

untuk meningkatkan aliran informasi.

Upaya-upaya komunikasi organisasi yadalah :

I. Melakukan meeting/pertemuan untuk pertukaran
informasi, koordinasi dan controlling atasan
menyampaikan informasi yang memerlukan tindakan
pegawai , dan juga penyampaian arahan atau perintah,
juga feedback communication, penyampaian kemajuan
kerja pada penyelia

2. Mengoptimalkan komunikasi informal sebagai
penyeimbang komunikasi informal Obrolan-obrolan
santai di luar jam kerja, humor dan berusaha untuk
menjadi pendengar yang empatik terhadap keluhan
karyawan. Para pegawai di seluruh tingkat dalam
organisasi merasa perlu diberi informasi. Manajemen
puncak hidup dalam dunia informasi. Kualitas dan
kuantitas informasi harus tinggi agar dapat membuat
keputusan yang bermanfaat dan cermat. Manajemen
puncak harus memiliki dari semua unit dalam organisasi
(Wayne dan Faules, 2002: 186).

Tidak boleh adanya batasan antara pemerintah dengan
masyarakat yang menyebabkan proses komunikasi
terhambat (Maryam, 2017). Para penyelenggara
pelayanan publik pun harus mampu bersifat adil tanpa
harus berpihak dan menguntungkan suatu elit politik

tertentu, tetapi harus juga berpihak kepada masyarakat.

komunikasi pemerintah benar-benar harus terealisasi
dengan baik, sebab menjadi faktor pendukung terjadinya
pelayanan publik yang efektif dan efisien (Aminulloh, A,
Setyawan, D., & Fauzan, F., 015). Pemerintah harus
mampu memberikan informasi kepada masyarakat luas
dan menjelaskan secara rinci terkait kebijakan-kebijakan
yang diterapkan, sehingga di sini masyarakat
mendapatkan transparansi dan tata kelola pemerintahan
pun dapat berjalan dengan baik jika tidak ada tuntutan
dari kalangan masyarakat. Oleh karenanya, sudah sangat
jelas jika komunikasi pemerintah tentu sangat berkaitan
dengan penyelenggaraan pelayanan publik di Indonesia.
Jika komunikasi pemerintah dapat terlaksana dengan
baik, maka sistem pelayanan publik pun akan berjalan
dengan efektif dan good governance dapat terwujud
sesuai dengan harapan. pemerintah harus bisa
meminimalisir beberapa kendala dalam komunikasi
pemerintah, agar komunikasi bisa berlangsung dengan
lancar dan tepat sasaran. Penyelenggara pelayanan
publik yang masih belum cekatan ataupun kurang adanya
transparansi dalam hal pelayanan, harus memperhatikan
kembali berbagai etika pelayanan publik yang tertera
pada pasal 34 Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009,
sebab hal itu harus melekat pada diri seorang
penyelenggara pelayanan publik agar masyarakat bisa
memiliki kepuasan dalam hal pelayanan.

KESIMPULAN

Komunikasi pemerintahan merupakan
komunikasi antar manusia (human communication) yang
terjadi dalam konteks organisasi pemerintahan. Karena
itu komunikasi pemerintahan tidak lepas dari kontek
komunikasi organisasi. tiap komunikasi pemerintahan
adalah hasil dari proses rumit yang meliputi baik kognisi
(thinking) dan perilaku (doing). Dan pemahaman tentang
elemen-elemen dalam proses komunikasi adalah satu
tahap pertama dalam pengembangan pengetahuan
tentang komunikasi pemerintahan atau komunikasi di
sektor publik. Satu model umum tentang proses
komunikasi pemerintahan diawali oleh pengirim

(administrator atau manajer pemerintah) yang berusaha

berkomunikasi dengan aparatur birokrasi, masyarakat
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dan organisasi lain. Peranan proses komunikasi
pemerintahan sangatlah penting, dalam berkomuikasi
sering kali banyak dijumpai perbedaan. Perbedaan gaya
berkomunikasi seringkali menjadi permasalahan. Dalam
proses komunikasi baiknya membangun keterbukaan
agar bisa meenigkatkan kinerja pegawai. Dengan adanya
keterbukaan maka komunikasi sesama pegawai terjalin
baik. Umpan balik kepada atasan dan bawahan juga hal
penting dalam komunikasi agar pelayanan lebih baik.
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